
BUPATI BAJUTO UTARA 
PROVIlfSI KALIMAKTAlf TENGAH 

PERATURA.11 BUPATI BARITO UTA.RA 
NOIIOR '77 TABU1' 2017 

TBNTAlfG 

PBR:tJB:AHIAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 
2 16 TBIITA!fG PELAKSA1'AA!f PBRJALAIIA!f Dlll'AS DILlll'GKUIIGAlf 

PEIIERDJTAJIAJI KABUPATElf BARITO UTARA 

DEIIGAJI RABM'.AT TUHAll YANG MAHA ESA 

BUPATI BAJUT0 UTARA, 

Menim ang: a. bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Barito Utara Nomor 9 T»hun 20 I u; 

b. bahwa Ketentu.an Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan 
perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; 

Men ' at : l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentu.kan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 
sebagajmana telah beberapa kali diubah terakhir deng;m Undang• 
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daeral1 
Tingkat a Tanah Laut, Daerah Tingkat a Tapin dan Daerah Tingkat 
n Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah 'l'ingkat Tl di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuang;m Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndouesia Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Peroerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik 
Indonesia Noroor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah lfomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndouesia Tahu.n 2004 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimaua telah beberapa kali 
djubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiea AtAA PP.rAlurAn Pr.mr.rintAh 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dau Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 4712); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentaog Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10.PeraturanPernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Peroerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tarobahan LembaJan Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarohahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pcngelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tarobahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

13. Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu.n 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telab 
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan 
Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tabun2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dJ 
Lingkungan Kementerian Dalam Nege,ri, Pemerintab Daerah, dan 
Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201.1 Nomor60); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tabun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 

17. lnstruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas 
Luar Negeri; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara scbagaimana telah 
beberapakali dJubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Daerah Kabu-paten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Aoggota DPRD Kabupa.ten Barito Utara; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 
Tentane llmAAn Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Ut:ara Nomor 1); 

20. Peraturan Daerab Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 
tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Ut.ara Nomor l); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembeotukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupateo Barito 
Utara Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Mene kan : PBRATORAB BUPATI TBJITA&G PERllBAB6B ~TAB PBRATURAN 
BUPATI BARITO UT.ARA 1'O11OR 9 TABU1' 2016 TEll'TAIIG 
PELAKSAIIAA1' PERJALAKAII DI1'AS DI LI1'GKU1'GA.N 
PEMERDfTAHAlf KABUPATEN BARITO UT.ARA. 

Pual I 

Bebe pa ketentuan dalam Peraturan. Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 
ten Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito 
Utara Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nocnor 9) diubah sebagai 
berik · 
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1. KeJntuan ayat (2) buruf c Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
be. t: 

Pasal 8 

(1) perjalanan din.as diberikan sesuai kepentingan/urgensi deogan 
engingat pengbematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuan 
ggaran yang tersedia. 

(2) erjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi/koordinasi 
engan keteotuan sebagai berikut : 

konsultasi/koordinasi ke ibu kota provinsi pa.ling lama 4 (empat) hari 
Pulang Pergi dan paling banyak 3 (till/i) orang; 

~- konsultasi/koordinasi ke ibu kota negara paling lama 5 (lima) hati dan 
I paling banyak 3 (tiga) orang; 
f.- dihapus; dan 

b 
konsultasi/koordinasi ke luar daerah proviosi Kaliroantan Tengah paling 
lama 4 (empat) hari dan paling banyak 3 (tiga) orang. 

(3) alam hal terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau 

~

ugas lainnya atas perintah atasan, waktu perjalanan dinas dapat dibetikan 
engan memperpanjang lama penugasan dengan dilengkapi surat 
eterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(4) ontoh format surat keterangan perpanjangan tugas sebagaimana 
~ercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian satu kesatuan tidak 
·erpisab dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ke~tuan ayat (2) dao. ayat (3) Pasal 9 diubah dan ayat (4) Pasal 9 dihapus, 
sehigga pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

j Pasal 9 

( L) ~wa/ charter kendaraan air/ darat untuk perjalan.an dinas jabatan dapat 
~kan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat 
ctiperlukan mengingat sifatn.ya yang sangat mendesak atau terbatasnya 
p.J<ses transportasi umum. 

(2) ~ewa/charter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 
~bagai berikut : 
a. sewa/charter perorangan berlaku hanya untuk Tingkat A; 
' p. sewa/charter untuk Tingkat B berlaku paling sedikit 2 (dua) orang; 
:C. sewa/ charter untuk Tingkat C berlaku pa.ling sedikit 3 (tiga) orang; 
kl. sews/charter untuk Tingkat D dan E berlaku pa.ling sedikit 4 (empat) 

orang; 
bagi Kepala SKPD dan Pejabat Struktural Eselon ill/Eselon IV /Eselon V, 
Pejabat Fungsional umum, Pejabat Fungsional Tertentu , dan ASN harus 
mendapat persetujuan dari Kepala SK.PD masing-masing, dalam hal 
Kepala SK.PD tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa/charter 

[ dapat diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretatis Daerah; dan 
f. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terlebih dahulu mendapat persetujuao 

dari Ketua DPRO dengan mengajukan Nota Pertimbangan. 
(3) Sewa/ charter perorangan kendaraan air/ darat dapat diberikan bagi 

Pimpinan/ Anggota DPRD yang melaksana.kan Perjalanan Dinas ,Jabatan 
dalam rangka Reses yang dilaksanakao pada lokasi mjuan yang tidak 
tersedia fasilitas layanan angkutan umum air dan/atau darat. 
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I 
(4) ,Dihapus. 
(5) ~iaya Sewa/charter kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara 

ombongan dalam suatu tlm/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan 
, ombongan. 

(6) ;5atuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai untuk perjalanan 
l:tinas daiaJn daerab dan perjalanan dinas luar daerah adaJah biaya rill yang 
~ibuktikan dengan kwitansi sew a/ charter yang sah dan tidak melebihl 
13&tuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai. 

(7) ~iaya sewa/ charter kendaraan darat dan sungai adalah biaya rill berlaku 
pada hari itu yang dibuktikan dengan Kwitansi Sewa/charter yang sah dari 

E
. ngusaha Jasa Ang)rutan darat dan Sungai yang dilengkapi deng,an Belita 

cara Sewa/charter. 
(8) "~tansi Sewa/ charter kendaraan darat dan sungai sebagimana dimaksud 

(9) 

(10) 

ada ayat (7) untuk pertanggung jawaban perjalanan dinas ditempel pada 
kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan •bahwa saya/kami bertanggung 
.lawab pen uh atas kwitansi dan sewa/ charter terse but" (kolom nama diisi pama, kolom jabatan dii.si nama dan jabatan yang menjadi pimpinan 
rombongan). 
Felaksanaan SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya 
i:,-ansport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum 
aesuai rute tajuan, deng,an melampirkan swat pemyataan menggunakan 
Casilitas kendaraan pribadi tanpa melampirkan bukti pengeluaran, format 
l.urat pemyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupatl ini. 
rertanggungjawaban sewa/ charter kendaraan darat/ air dibuktikan dengan : 

[ 

nota. pertlmbangan sewa/charterkendaraan darat/airdari pejabat yang 
berwenang,fonnat sebagaimana tercantum dalam Lampi.ran V Peraturan 
Bupati ini; 

. persetujuan sewa/charter dari pejabat yang berwenang, I formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl Peratu.ran Bupati ini; 
c. beri.ta acara sewa/ charter antara kedua belah pihak, dengan 

I 
format:,,,,bagaimaoa tercantum dalam Lampiran Vil Peraturan Bupati ini; 
dan 
kwitansi biaya sew a/ charter kendaraan darat dan sungai dikeluarkan 
oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan darat/sungai dan Pemyataan 
Tanggung Jawab Mutlak, fonnatse!:>agaimana tercantum dalam 
Lamplran VID Peraturan Bupati ini. 

3. Kete tuan ayat ( I 0) Pasal 14 dibapus, sehingga Pasal l 4 berbunyi sebagai 
beri t: 

Pual 14 

( 1) iaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf a terdiri 
dari: 
t biaya transportasi pegawai; 

uang barian dapat digunakan untuk uang makan, angkutan lokal dan 
uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dan merupakan betas 
tertlnggi; 
uang represeotatif bagi Bupati, Wakil Bupati, FKPD, Pimpinan dan 
Anggota DPRD serta Pejabat Struktural Eselon II; dan 
biaya penginapan 
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(2) 

(3) 

(4) 

(SJ 

(6) 

(7) 

hiaya tre.nSportasi pegawai dan penginapan sebagaimana dimaksud pada 
yat (1) hunlf a dan c, dibayar.kan secara riil dengan melampirkan bukti 

ngeluaran yang sah berupa tiket airport tax, boarding pass, tarif parkir 
dara, tarif penyeberangan, tarif ta.'Ci bandara menuju dan dari 

otel/penginapan/losmen, kwitansi hotel/penginapan dengan tidak melebiru 
tandar tertinggi biaya peoginapan. 
iaya transportasi perorangan clalam daerah dibayarkan sesuai jumlah 
tandar biaya tanpa melampirkan bukti pengeluaran, cukup hanya 
elampirkan daftar pengeluaran riil yang ditandataogani pegawai yang 

ngkutan dan diketahui/disetujui oleh pejabat penatausahaan 
euangan, format daftar peogeluaran riil s,-bagiroana tercantum dalam 

piran XU yang roerupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari 
eraturan Bupati ini. · 
ang harian sebagimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, diberikan sesuai 

j mlah hari perjalanan dan lokasi riil perjalan dinas dilaksanakan sesuai 
eog,,n standar biaya perjalanan dinas. 
alam hal pelaksanaan SPPD luar daerah yang tidak menggunakan biaya 
nginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , roaka diberikan 

iaya penginapan sebesar 30% dari satuan biaya penginapan pada tempat 
juan dan dibayarkan secara lumpsum paling banyak N-1. 
alam ha! Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan 
latihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan 
raturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

( ) huruf b yang d itanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD 
anya diberikan uang saJru dari komponen uang harian sesuai dengan 

j ah hari pelaksanaan kegiatan yang ditaoggung oleh panitia 
nyelenggara. 

alam hal pelaksanaan SP'f dan SPPD yang lama perjalanannya I (satu) 

(8) iaya penginapan sebagimana dima.ksud pada ayat (I) huruf d, bersifat at f
. tidak dibayarkan biaya penginapan. 

st (rill), diberikan paling banya.k sesuai jumlah hari perjalanan dikurangi l 
tu) hari atau N-1 dengan standar biaya maksimal satuan bia.ya 
nginapan perjalanan dinas Juar daerah dan perjalanan dinas dalam 

(9) 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

erah. 
alam hal pelak.sanaan SP!' dan SPPD terdapat sopir dan 
ernet/pendamping, biaya penginapan untuk sopir dan kernet/pendamping 
ngan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. 

ihapus. 
iaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan 

am bentuk panjar sebesar maksimal 70% dari perkiraan biaya rill dari 
encana Anggaran Biaya (RAB) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. 
alam ha! perjalanan dinas harus segcra dilaksaoakan sement:ara biaya 
rjalanan dinas belum dapat d ibayarkan, maka biaya perjalanan dinas 

apat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. 
iaya perjalanan dinas bagi pcjabat dapat dibayarkan oleh Bendahara 
ngeluaran setelah rincian biaya diveriftkasi oleh PPK SKPD. 

4 . Keten uan ayat (4) hunlf a angka I Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 
sebag · berikut: 

Pua1 :t:t 

P1' dan SPPD selain merupakan dokumen sekaligus sebagai perintah yang 
'gunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan. 
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(2) Pada SPT dan SPPD tidak boleh ada pengbapusan-penghapusan, cacat 
daJam tulisan, atau perubahan-perubahan/coretan-coretan. 

(31 Pada lembar belakang SPPO dicatat tempat berangkat (tempat kedudukan) 
dan tiba serta dibubuhi tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; 
b. pejabat Struktural Eselon ll ditandatanga.nl oleh Asisten Administrasi 

Umum atau Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah; 
c. pejabat Struktural Eselon Ill Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten 

Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili 
Sekretaris Dae rah; 

d . pejabat Struktura l Eselon Ill bukan Kepala SKPD serta Pejabat 
Struktural Eselon IV ke bawah ditandatangani oleh Kepala SKPD at:au 
Pejabat yang mewakili Kepala SKPD; 

e. pada Sekretariat Daerah untuk Pejabat Struktural Eselon Ill ke bawab 
ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atau 
pejabat yang mewakili Sekretaris Daerab; 

t camat, Sekretaris Camat, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Pejabat 
Fungsional Umum lingkup kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan 

g. pimpinan d.an Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretacis Dewan atau 
pejabat yang mewakili. 

(4) Perjalanan dinas jabatan luar daerab dan dalam daerah deogen 
mengguna.k.an kendaraan dinas, berlaku ketentuan sebag;ai berikut : 
a . bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dibayarkan sebagai berikut 

I . bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas jabatan keluar daerah 
atau dalam daerah dengan kendaraan dinaa, rincian biaya pembeUan 
BBM dimasukan dalam rincian biaya perjalanan dinas; 

2 . bagi pejabat Tingkat A yang melakukan perjalanan dinas jabatan 
keluar daerah atau dalam daerah dengan kendaraan dinas, dapat 
diberikan nota/bon BBM untuk pengisian BBM sekali jalan/berangkat 
sesuai dengan standar yang berlaku, biaya BBM untuk kepu.langan 
dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas. 

3 . maksimal volume BBM yang digunakan disesuaikan dengan tujuan 
perjalanan dinas (djbatasi hanya untuk volume pulang pergi) tidak 
termasuk BBM dalam kota tujuan (transport lokal); 

4 . untuk BBM dalam kota tujuan (transport lokal) diberikan : 
a. Kendaraan Roda 4 (empat) : 

- Perjalanan Dinas Luar Daerah • JO (sepuluh) liter per hari 
b. Kendaraan Roda 2 (dua) : 

• Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 2 (dua) liter per hari. 
• Perjalanan Dinas Luar Daerah = 3 (tiga) liter per hari 

5. untuk jenis dan harga BBM disesuaikan dengan kebutuhan rill 
kendaraan dengan bukti pembelian yang sah. 

b. rincian biaya pembelian BBM tersebut merupakan satu kesatuan dalam 
rincian biaya perjalanan dinas yang bersangkutan. 

c . komponen uang harian yang diberikan hanya uang makan dan uang 
saku, tidak diberikan uang transport Jokal. 

5. Ketentuan Lampiran VI d.iubah, sehingga menjadl sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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Paul D 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempa.tannya dalam Serita Daerah Kabupaten Baritn Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal :i ol:-,fooe.r 20 I 7 

Diundangkan di Muam Teweh 
pada tanggal 3 o 1,.hlbe.r 2017 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPATBN' UTARA, 

JAIB'AL ABIDIR 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHIJN 2017 NOMOR •• . 5..7 ..... . 

Salinan sesuai dengan aslinya ""'A:J" HUWM, 
F FAUZI 

NIP. 1971 I 199803 I 004 

~rnGET!K 
..=.,J.._ __ 

----- ---
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LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR <;7 TAHUN 2017 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BARITO UTARJ\ NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANO 
PELAKSANAAN PER.JALANAN DlNAS DJ 
LlNGKUNOAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 
BARITO UTARA 

A. FORMAT Pl:RSltTUJ'O'AB' HWA Kl:IIDARAAJI DARAT/ Kl:IIDi\RAAJI AIR U1ITUK 
SKPD 

I. Nama Pemobon 

2. Pangkal dan Golongan 

3. Jabatao / lnstnnsi 

4. Tujuan 

5. Kendaraan Yang Digunakan 

6. Maksud Pcrjalanan Dinas 

PERSETUJUAN PIMPINAN 

Menyetujui, 
Kepn)n SKI'D, 

Kepala SKPO (l'idak boleb Pcjabat mcwakili) 

Darat / Air 
' 

Setuju / Tidak Setuju 

Mua.ra Tewcb, ......... ........... ... .. 2016 

Yang Mengajukan Permohonan. 
Nmpinan Rowbongao. 

B. FORMAT PERSl:TUJ'O'AB' IIEWA KEIIDARAAII DARAT/ KEBDARAAII AIR UIITUK 
AB'OOOTA DPJU> 

1. Nama Pemohon Pimpinan/ Anggota DPRD 

2. Jabatan 

3. Tujuao 

4. Kenda.man Yang Digunakan Dorat / Air 

5. Maksud Perja.lanan Dinas 

pgRSETUJUAN PIMPINAN Setuju / T.idak Setuju 

Muara. Teweh, .. ... ....... ............. 2016 
Menyetujui, 

Kctua/Wakil Ketua D 1 RBr\CIAN HUKUM 
Yang Mcagajukan Permobonan, 

Pimpinan/ Aaggota Ol'RO, 
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